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No. | Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal
1(8-Feb-2017 S-19/K.1/KSAP/11/2017 Kepala DPPK Pemerintah Kabupaten |Penyajian Dana BOS
Bondowoso 1
2|8-Feb-2017 S-20/K.1/KSAP/I1/2017 Kepala DPKD Pemerintah Kabupaten |PSAP 13 tentang Penyajian Laporan
Probolinggo Keuangan BLU 4
3|8-Feb-2017 S-21/K.1/KSAP/11/2017 Walikota Pemerintah Kota Penyajian Aset Tanaman/Pohon 2
Makassar
4|28-Feb-2017 S-26/K.1/KSAP/11/2017 Sekretaris Kementerian Akuntansi Piutang, akuntansi Utang
Jenderal Komunikasi dan dan Akuntansi ATB 11
Informatika
5|1-Mar-2017 S-30/K.1/KSAP/I11/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten |Penyusutan dan Kas Yang Dibatasi
Barito Kuala Penggunaannya 20
6|1-Mar-2017 S-31/K.1/KSAP/I111/2017 Direktur Kementerian Penerapan PSAP 13 tentang
Akuntansi dan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan BLU 22
Pelaporan
7|29-Mar-2017 S-379/K.1/KSAP/111/2017 |Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten |Pengakuan/Penghapusan Piutang 24
Tanah Laut
8|29-Mar-2017 S-35/K.1/KSAP/I11/2017 Sekretaris Kementerian Dalam Akuntansi Pengalihan Aset Antar
Jenderal Negeri Entitas Pemerintah Akibat Alih 26
Kewenangan
9(29-Mar-2017 S-36/K.1/KSAP/II1/2017 Kepala BPD Pemerintah Kota Penghapusan Piutang Pajak Daerah 31
Pekanbaru
10{12-May-2017 S-58/K.1/KSAP/V/2017 Kepala Badan Pemerintah Kebupaten |Nilai Wajar Tanah
Keuangan Daerah |Buleleng 35
11{12-May-2017 S-59/K.1/KSAP/V/2017 Kepala BPD Pemerintah Provinsi Pengakuan Piutang PKB 0
Lampung
12|19-May-2017 S-60/K.1/KSAP/V/2017 Sekretaris Daerah |Pemerintah Kabupaten [Penjelasan atas Penyajian Aset Tetap 6
Klungkung
13|14-Jun-2017 S-68/K.1/KSAP/VI/2017 Kepala BPKD Pemerintah Provinsi Perlakuan Akuntansi Fasos-Fasum 55
DKI Jakarta
14|14-Jun-2017 S-69/K.1/KSAP/VI/2017 Bupati Pemerintah Kabupaten |Akuntansi Kewajiban 59
Majene
15(10-Aug-2017 S-86/K.1/KSAP/VIII/2017 |Sekretaris Daerah [Pemerintah Kabupaten [Akuntansi Aset Tetap 63
Sampang
16{30-Aug-2017 S-92/K.1/KSAP/VIII/2017 [Ketua DPKAD Pemerintah Kota Penyajian Sisa Dana BOS 68
Surakarta
17|24-Aug-2017 S-91/K.1/KSAP/VIII/2017 [Sekretaris Kemendesa PDT dan HPL Tanah Transmigrasi 71
Jenderal Transmigrasi
18(27-Sep-2017 S-97/K.1/KSAP/IX/2017 Menteri Kementerian Penggolongan Belanja
Pekerjaan Umum dan 74
Perumahan Rakyat
19|12-Oct-2017 S-103/K.1/KSAP/X/2017 |Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Akuntansi Aset Tetap 79
Moutong
20(18-Oct-2017 S-104/K.1/KSAP/X/2017 |Sekretaris Daerah [Pemerintah Kabupaten [Pencatatan Saldo Awal 83
Sumbawa
21(9-Nov-2017 S-110/K.1/KSAP/X1/2017 |Kepala BPPKAD |Pemerintah Provinsi Akuntansi Piutang PKB 85
NTT
22(15-Nov-2017 S-111/K.1/KSAP/X1/2017 |Kepala BPKAD Pemerintah Kota Akuntansi Aset Tetap dan ATB 89
Tasikmalaya
23(22-Nov-2017 S-113/K.1/KSAP/X1/2017 |Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin |Akuntansi Persediaan Hewan 95
24|22-Nov-2017 S-114/K.1/KSAP/X1/2017 |Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten |Pencatatan Piutang Pajak 97
Karangasem
25|12-Dec-2017 S-113/K.1/KSAP/X11/2017 |Kepala BKD Pemerintah Provinsi  |Akuntansi Investasi 100
lampung
26|12-Dec-2017 S-114/K.1/KSAP/X11/2017 |Kepala BPKAD Pemerintah Kota Penyajian Nilai Penyertaan Modal 103
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Hi Lantai 2
Jatan Budi Utoemo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: {021) 352-4551, (021} 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (D21) 352-4551
Website: waw.ksap.orgfemail: webmaster@ksap.org

Nomor 0 G- 1% IKAIKSAP/IXIN2017 12 Desember 2017
Sifat . Segera

Lampiran -

Hal . Investasi Pemerintah dengan Menggunakan Metode Ekuitas

Yth. Kepala|Badan Keuangan Daerah

Pemeriptah Provinsi Lampung
Jalan RW. Monginsidi No.69 Telukbetung - Lampung

Sehubiungan dengan Surat Saudara Nomor 800/785/V1.02/2017 Bulan September
2017, Perihal Mohon Koreksi dan Bantuan Perhitungan, dengan ini dapat kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Paragraf

39 huruf {b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) mengatur

metode ekuitas, yaitu pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan
dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal
perolehah. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada

laporan

perasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat

diumumikan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi
pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang

dividen.
investasi

Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil
dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga

diperfukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (invesfee),

misalnya
aset tet
pengura
2. Berdasa
tersebut

adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi
p. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau
g ekuitas pemeriniah.

an paragraf-paragraf PSAP 06 fentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016)
i atas, dapat kami sampaikan bahwa:

. PSAP| 06 membedakan pengakuan pendapatan bagian laba sebesar proporsi atas
laba BUMD yang dicatat berbasis akrual pada laporan operasional dan menambah
investasi pemerintah dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari dividen yang

aan nilai investasi pemerintah dapat terjadi antara lain bila terdapat perbedaan
nilai pehyertaan modal pemerintah daerah yang dibayarkan dengan proporsi
si pemerintah yang diperoleh, hasil penjualan kekayaan negara yang
kan dengan proporsi investasi pemerintah yang diserahkan, terdapat transaksi
elum diakui oleh pemerintah dan/atau terdapat kesalahan dalam pencatatan
si.
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No.69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721} 481166 Fax, 381501

Bandar Lampung, September 2017

Kepada
Nomor : $o2 / 3¢5/ v\ py / 2003 Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Sifat : pegera ' Pemerintahan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal . Mohon koreksi dan di ~
Bantuan perhitungan Jakarta

Sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan {BPK}
RI| terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2016 terkait nilai investasi Pemerintgh Provinsi Lampung pada PT.
Bank Lampung dengan menggunakan metode equitas, dengan ini kami
mohon koreksi dan bantuan KSAP terhadap perhitungan nitai investasi pada
pT. Bank Lampung dimaksud. Sebagai bahan koreksi dan perhitungan
dengan inl Kami lampirkan :

1.| Rekapitulasi dan Laporan keuangan PT.Bank Lampung ( audited ) dari
tahun 2011 s/d 2016

2.| Rekapitulasi penyertaan modal dan deviden Pemerintah Provinsi Lampung
pada Bank Lampung

3.| Perhitungan Pemerintah Provinsi Lampung terkait nilai investasi
Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung dengan
menggunakan metode equitas dari tahun 2012 s/d 2016.

4| Terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank Lampung pada
rahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan baru ditetapkan pada
tahun 2016.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs?” MINHAIRIN, MM

Damhina [itama Marlva
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosubardjo Il Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. B, Jakarta 10710
Telepon: {021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551
Website: www.ksap.orgfemail: webmaster@ksap.org

Nomor 1S - 134 K AKSAPIXHIR017 1IDesember 2017
Sifat » Segera
Hal : Penyajian Nilai Penyertaan Modal Berdasakan Metode Ekuitas

Yth. Kepgla Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Madiun
Ji. §emangka No. 2 Madiun

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/2426/401.202/2017 tanggal 17
Oktober 20117 dengan hal Penyajian Nilai penyertaan Modal Berdasarkan Metode Ekuitas,
dapat kamifsampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Paragraf 40 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 20186) menyatakan penggunaan

metode akuntansi investasi didasarkan pada kriteria berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya,

b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
iliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

ilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

2. Paragraff 41 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi {(Revisi 2016) menyatakan dalam
kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor
yang meneniukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lehih
menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian
terhadap badan usaha penerima investasi (investee). Ciri - ¢iri adanya pengaruh signifikan
atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (investee), antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b, Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;

c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang
saham (RUPS).

3. Paragraff 39 huruf (b) PSAP 08 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016} mengatur
metode ekuitas, yaitu pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan
ditambaly bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian jaba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan
operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat
diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi
pemerinfah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang
dividen. | Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil
investasy dalam laporan realisasi anggaran. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga
diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (invesfee), misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
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Dampaki penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas
pemeriniah.

. Terkait

kan paragraf-paragraf PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016)

06 membedakan pengakuan pendapatan bagian laba sebesar proporsi atas laba
yany dicatat berbasis akrual pada laporan operasional dan menambah investasi
intah dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari dividen yang dicatat

lain |[berupa bagian rugi pemerintah, pengumuman pembagian dividen, dan
penyesuaian yang diakui sebagai pengurang ekuitas.

Perbadaan nilai investasi pemerintah dapat terjadi antara lain bila terdapat perbedaan
antara nilai penyertaan modal pemerintah daerah yang dibayarkan dengan proporsi
investasi pemerintah yang diperoleh, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan
dengan proporsi investasi pemerintah yang diserahkan, terdapat transakst yang belum
diakuj oleh pemerintah dan/atau {erdapat kesalahan dalam pencatatan investasi.

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD PDAM, BPR Kota Madiun, dan
PD Aneka Usaha jika menggunakan metode ekuitas disajikan sebesar porsi
kepemnilikannya di dalam ekuitas badan usaha tersebut, termasuk kepemilikan lebih
dari $0% sampai dengan 100%. Penyesuaian dilakukan apabila terjadi perubahan
ekuitas BUMD.

selisih nilai penyertaan modal pemerintah dengan nilai ekuitas pada neraca BUMD

Tahun 2016 dapat kami sampaikan:

a.

seharusnya dicatat sebagai beban Jasa Produksi dan tuniangan kesejahteraan. Jika
penggunaan laba ditahan untuk Jasa Produksi dan tunjangan keseiahteraan telah
terlanjur dicatat sebagai pengurang nilai ekuitas BUMD, maka perlu dilakukan
penyasuaian atas investasi pemerintah daerah.

Atas penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang belum dicatat atau terdapat
perbadaan nilai yang diakui yang menyebabkan perbedaan nilai penyertaan modal dan
nilai ekuitas BUMD, maka atas penyerahan aset tersebut kepada BUMD dicatat
sebagai penyertaan modal yang didukung dengan bukti yang memadai sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Nilai penyeriaan modal pemerintah yang diakui
dapatt mengacu ke paragraf 33 PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016)
yang [menyatakan bahwa apeabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran
aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh.
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PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Ji. Semangka No. 2 Madiun
Telp. { 0351 476531 Fax. { 0351 ) 476076
Website : hitp:/imadiunkota.go.id

Madiun, 17 Oktober 2017

Nomor  : 900/ 2416/401.202/2017 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Komite Standar Akuntansi
lLampiran : 1[(satu) bendel Akuntansi (KSAP)
Perihal  : Penyajian Nilai Penyertaan Medal di
Berdasarkan Metode Ekuitas Jakarta

Menidaklanjuti Laporan Hasit Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian
Intern Nomor: 68.B/LHP/XVIILSBY/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017, maka
bersama ini disampaikan beberapa pertanyaan hal terkait metode pencatatan
penyertaan modal pemerintah daerah dengan metode ekuitas sebagai berikut :

1.| Penyajian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Madiun Dalam

Neraca Tahun Anggaran 2016 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.

a. Pemerintah Kota Madiun melakukan metode penilaian atas penyertaan
modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha
menggunakan metode ekuitas.

b. Berdasarkan PSAP Nomor 6 Akuntansi Investasi, paragraph 36 huruf (b)
metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah
daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk sahan yang
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pererintah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperfukan untuk mengubah
porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh vaiuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Paragraf 37 huruf (C) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode

ekuitas,
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2.

. Hasil investasi sesuai paragraf 40, hasil investasi berupa deviden tunai
yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa
deviden tunai vyang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.
Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai

investasi pemerintah.

. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ¢ dan d di
atas, melakukan pencatatan penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank
Daerah dan PD Aneka {saha atas kepemilikan 100% oleh Pemerintah
Kota Madiun dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan motode
ekuitas, Pemerintah Kota Madiun mencatat kerugian yang diderita
perusahaan daerah sebagal pengurang nilai penyertaan Pemerintah Kota
Madiun, sebaliknya laba akan menambah nilai penyertaan modal
Pemerintah Kota Madiun.

Temuan BPK atas penyajian nilai penyertaan modal pemerintah daerah
pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD Aneka Usaha dengan
kepemitikan 100%, menyatakan bahwa nilai penyertaan modal
Pemerintah Kota Madiun dalam Neraca Pemda harus sama dengan nitai
ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah tersebut.

. Atas temuan BPK sebagaiamana tersebut pada huruf f, kami mokhon
penjelasan apakah dengan metode ekuitas, maka penyajyian nilai
penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD
Aneka Usaha dengan kepemilikan 100% yang tersaji di Neraca
Pemerintah Daeralt harus sama dengan nilai ekuitas pada

masing-masing perusahaan daeral tersebut?

. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana halnya apabila pada penyajian
nilai penyertaan modal pada PDAM, PD BPR Bank Daerah dan PD
Aneka Usaha dengan nilai kepemilikan tidak 100% tetapi lebily
dari 50%, apakah nilai yang tersaji di Neraca Pemerintah
Daerah harus sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing

ekuitas ?
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Padahal sesuai ketentuan PSAP 06 paragraf 40 sebagaimana tersebut
pada huruf d, apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa
deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah.
Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai
investasi pemerintah. Menurut pemahaman kami atas ketentuan
tersebut, dengan metode ekuitas maka setiap perolehan laba perusahaan
daerah maka dicatat sebagai penambah nilai penyertaan modal
sedangkan kerugian dan pembagian laba berupa deviden akan
mengurangi nilal investasi. Dengan ketentuan tersebut, maka kami
berpendapat bahwa nilai penyertaan modal pemda yang tersaji
pada neraca Pemda tidak harus sama dengan nilai ekuitas pada
masing-masing perusahaan daerah yang metode pencatatannya
dengan metode ekuitas. Apabila dengan metode ekuitas nilai
penyertaan modal pemerintah daerah harus sama dengan nilai ekuitas
pada masing-masing perusahaan daerah, maka ketika kepemilikan saham
pemetintah daerah dibawah 100% atau diatas 50% akan masalah karena
dapat dipastikan bahwa nilai penyertaan modal yang tersaji dalam neraca
tidak sama dengan nilai ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah.
Menurut pandangan kami, metode ekuitas itu digunakan manakala kita
dapat mengendalikan perusahaan sehingga dapat menentukan jajaran
manajemen pada perusahaan tersebut bukan pada nilainya harus sama
dengan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan daerah tersebut,
makanya dengan kepemilikan 50% + 1 sudah dapat dicatat dengan
metade ekuitas.

Sementara itu, laba perusahaan juga telah dialokasikan untuk
Jjasa produksi yang dibagikan ke karyawan, cadangan dana
pendidikan, cadangan dana sosial dan cadangan umum untuk
pemupukan modal sesuai dengan peraturan daerah tentang
perusahaan daerah, sementara yang diatur dalam PSAF 06
paragraf 40, hanya mengatur apabila perusahaan laba dibagikan
dalam bentuk deviden/bagian laba dan rugi yang akan
mengurangi nifai  investasi. Artinya ketika perusahaan
membagikan jasa produksi apakah akan mengurangi nilai
penyertaan modal pemerintah? Mohon penjelasannya.
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ps

ng disampaikan terima kasih.

Pembina Utama Muda
NIP 19671213 199503 1 003

Demikian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyajian nilai

nyertaan modal dengan metode ekuitas, atas jawaban dan tanggapannya
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1.
2.
3.

4.
5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua
merangkap Anggota

Ketua Dewan Pimpinan lkatan Akuntan Indonesia, Anggota

Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota

Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota

Komite Kerja :

CoNor®WNE

Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota

Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota

Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota
Dr. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota

Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota

Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota

Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota

Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota

Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota

Kelompok Kerja :

CoNoUAONE

Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota

Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota

Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota

Hamim Mustofa, Ak., Anggota

Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota

Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota

Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota

. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota

. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota

. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota

. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota

Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
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